[ SALINAN ]

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran
antar rincian obyek Dbelanja dalam obyek belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan
Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah,
dan tata cara pergeserannya dilakukan dengan cara
mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD;

b. bahwa dalam rangka pencegahan, pengendalian dan/atau
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di
Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan
dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kesehatan Dalam
Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), Intruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan. Ralokasi anggaran, serta Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tentang
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Republik.....



Mengingat

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan
Atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),, perlu
melakukan  penyesuaian  belanja  dalam = Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran
2020 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda
Aceh Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3247);

8. Peraturan.....



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor
1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda
Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun



Menetapkan :

Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 73), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2020 terdiri atas :

(1) Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 309.702.495.330,-
b. Dana Perimbangan Rp. 791.127.869.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah Rp. 314.697.517.882,-

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.415.527.882.212,-

(2) Belanja Daerah :
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 421.321.277.168,-
2. Belanja Bunga Rp. 3.400.000.000,-
3. Belanja Hibah Rp. 9.073.214.000,-
4. Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.268.000.000,-
5. Belanja Bagi Hasil Rp. 8.680.777.926,-
6. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 125.812.085.710,-
7. Belanja Tidak terduga Rp. 10.862.085.710,-
Jumlah Belanja Tidak
Langsung Rp. 582.417.473.914,-
b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 127.991.627.637,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 486.196.118.271,-
3. Belanja Modal Rp. 225.122.662.390,-
Jumlah Belanja Langsung Rp. 839.310.408.298,-
Jumlah Belanja Rp. 1.421.727.882.212,-
Surplus/ (Defisit) Rp. (6.200.000.000,-)

3. Pembiayaan.....



(3) Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 10.000.000.000,-

b. Pengeluaran Rp. 3.800.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 6.200.000.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun berkenaan (SILPA) Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum

dalam lampiran I, lampiran I dan lampiran III Peraturan
Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Maret 2020 M
25 Rajab 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

AMINULLAH USMAN
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Maret 2020 M
25 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
=\ KEPALA BAGIAN HUKUM
”SSEKRETARIAT DAERAH KOTA, 7&
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